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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Sebl agai  kejl     ahatan  yang  sistelmik,  korl      upsi  digollolngkan  kepl ada  keljahatan 
 

luar  biasa.  Keljahatan  ini  dapat  tumbuh  subur  diseltiap  lapisan  masyarakat  dan 

disetl     iap  tingkat  birolkrasi  di  Indolnelsia.  Dari  seltiap  tingkatan  telrselbut,  wilayah 

administrasi  sell     alu  melnelmpati  polsisi  telrtinggi  yang  melnjadi  lahan  subur  bagi 

tumbuhnya  kolrupsi  dan  tellah  melnjadi  budaya  bagi  selgellintir  olrang.  Kolrupsi 

melnjadi selbuah pelrmasalahan darurat bagi selbuah nelgara karelna dianggap dapat 

menl         gganggu renl          cana pelmbangunan sosiall  ekl         onl         olmi dan poll     itik, dan lunturnya nilai- 
 

nilai delmo lkrasi hingga delgradasi molral. Maka dari itu, kolrupsi ini tellah dikelnal 
 

denl         gan sebutanl  whitel     coll     lar crimel     atau kejl     ahatan kerahl  putih. 
 

Penl daftaran Tanah Sistelmatis Lenl gkap (PTSL) melrupakan prolgram yang 
 

diadakan ollelh peml               erintal  h sehinggal anggaran pembuatanl  selrtifikat di tanggung oll     ehl  
 

peml elrintah,  ollehl karelna  itu  masyarakat  yang  melngikuti  prolgram  ini  tidak  perl      lu 
 

menl         geluarkanl  banyak   biaya.   Denganl  adanya   Programl Pendl aftaran   Tanah 
 

Sistelmatis Lelngkap maka diharapkan bagi masyarakat yang bellum melndaftarkan 

tanah agar dapat melndaftarkan tanahnya dan melmpelro llelh selrtifikat hak atas tanah 

mellalui  prolgram  ini,  akan  teltapi  delngan  adanya  progl         ram  ini  tidak  menutupl 
 

keml               ungkinan  untuk  terjadinyal hambatan-hambatan  dalam  pelaksanal an  programl 
 

Penl daftaran Tanah Sistelmatis Lenl         gka p (PTSL).1 
 

 

 
 

 

1 Adella Maria Rindler, 2020. “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan 
Peraturan Mentri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 
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Tindak  pidana  kolrupsi  melrupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  pidana 
 

khusus di samping melmpunyai spelsifikasi terl      tenl          tu yang berbl                edl          a dengl  an  hukum 
 

pidana  umum,  selpelrti  adanya  pelnyimpangan  dalam  hukum  acara  selrta  apabila 

ditinjau  dari  matelri  yang  diatur.  Maka  tindak  pidana  kolrupsi  selcara  langsung 

maupun  tidak  langsung  dimaksudkan  melnekl         an  semil nimal  mungkin  terjadinyal 
 

kebl olcorl      an  dan  penl yimpangan  telrhadap  keluangan  dan  pelrelkolnolmian  nelgara. 
 

Tindak  Pidana  Kolrupsi  menl urut  Undang-Undang  Nolmorl 31  Tahun  1999  jol 

 

Undang-Undang Nolmorl 20 Tahun 2001 adalah sebl agai belrikut: Seltiap olrang yang 
 

secl        ara melawl  an hukum melakukanl pelrbuatan melmperkayal diri sendiril atau orangl 
 

lain   atau   suatu   kolrporl      asi   yang   dapat   merl      ugikan   keluangan   nelgara   atau 
 

pelrekl  onl oml   i an nelgara (Pasal 2 UU No.l 31 Tahun 1999).2 
 

Korl      upsi  birokl         ratik  yang  menjadil keljahatan  paling  banyak  tidak  hanya 
 

dilakukan   o llelh   aktolr   utama   yang   melmiliki   jabatan   yang   stratelgis   dalam 
 

peml               erintahan,l namun  kejahatanl  ini  juga  telahl belrkembangl  di  pell     osl       okl         -pell     osl       okl  
 

daerl      ah yang mana aktorl            utamanya merupakl an peljabat-pejabl  at daerl      ah. Lebil               h miris 
 

lagi keltika keljahatan ini juga dilakukan dalam tataran delsa yang aktolr utamanya 
 

ialah  seol lrang  kepl ala  delsa  yang  kini  tellah  melnjadi  selbuah  sindrolm.  Pelrlu  kita 
 

ketl     ahui bahwa jelnis kolrupsi birokl         ratik ini tidak selamanyal hanya dilakukan oll     ehl 
 

pelgawai nelgelri, namun juga dapat dilakukan o llelh selselorl      ang yang bukan pelgawai 
 

negl elri  teltapi  menl jalankan  tugas  yang  diberl      ikan  ollelh  nelgara  delmi  kelpelntingan 
 

umum. Maka dari itu, selolrang kepl          ala desal  yang lazim dikenall sebagl ai pelmimpin 
 

 

 
 

2 Sugali. ”Pengertian Tindak Pidana Korupsi.” Sugali dan Rekan, 
https://sugalilawyer.com/pengertian-tindak-pidana-korupsi. Di akses pada 14 febuari 2023. 

https://sugalilawyer.com/pengertian-tindak-pidana-korupsi
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yang dibelrikan kelwenl angan ollelh peml elrintahan delsa dan bukan selbagai pelgawai 
 

nelgelri dapat belrpo ltelnsi untuk mellakukan kolrupsi. 
 

PTSL  melnjadi  telmpat  yang  renl         tan  denganl  terl      jadinya  gratifikasi  yang 
 

terl      masuk keljahatan pidana Kolrupsi. Istilah Korl      upsi belrasal dari satu kata dalam 
 

bahasa  latin  yakni  colrruptionl atau  corl       ruptus  yang  disalin  kel         berbagail  bahasa 
 

misalnya disalin dalam bahasa Inggris melnjadi colrruptioln atau colrrupt dalam bahas 
 

prancis  melnjadi  corl       ruptioln  dan  dalam  bahasa  Bellanda  disalin  menl         jadi  istilah 
 

corl       uptiel     (korl       rupt iel), keml udian kel     dalam bahas Indonl esl       ia lahir kata korupsi3 
 

Sebl agai belntuk relalisasi dari sebl uah pelndaftaran tanah di selluruh wilayah 
 

Indo lnelsia, pelmelrintah kelmudian menl         gelual  rkan sebuahl  folrmulasi kebijl akan baru 
 

yaitu kelbijakan Pelndaftaran Tanah Sistelmatis Lelngkap (PTSL). Kelbijakan PTSL 
 

diatur  belrdasarkan  Kepl         utusan  Mentl               eril Dalam  Negl         elri  Noml               orl               189  Tahun  1981. 
 

Dalam kolnsidelran pelraturan telrsebl ut melnyebl utkan bahwa pellaksanaan untuk telrtib 
 

administrasi  melngelnai  pelrtanahan,  peml               elrintah  mengl eluarkl an  kebijl akan  untuk 
 

penl         sertifikasianl  tanah  secarl  a  massal  demil mewujudkanl kepastil  an  hukum  bagi 
 

penl         guasaan hak atas tanah dan hak kepl          emil  likan atas tanah sebl          agai bukti hukum 
 

yang kuat.4 

 
Tujuan   dikelluarkannya   kelbijakan   PTSL   ini   adalah   telntunya   untuk 

 

meml               belrikan  penyl  ellesl        aian  terhadapl sengkl etal tanah  yang  bersifatl  strategil               s  guna 
 

 

 
3 Hamzah, Andi, Korupsi di Indonesia : Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta, Sinar Grafika, 1984) 
dikutip dalam buku, Adam Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, (Jakarta, Rajawali Pers, 
2017) hlm. 1 
4 Sudjito, PTSL Pensertifikatan Tanah secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang 
Bersifat Strategis, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 7. 
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menl ciptakan   ketl     elntraman   selrta   menl umbuhkan   kelsadaran   hukum   ditelngah 
 

masyarakat khususnya dalam bidang pelrtanahan selbagai belntuk partisipasi untuk 
 

mewl              ujudka n  stabilitas  poll     itik  dan  peml               banguna n  ekl onl oml               i. 5 Kebij akan ini juga 
 

meml belrikan  jaminan  pellayanan  penl daftaran  tanah  denl gan  prolsesl selcara  celpat, 
 

sedl elrhana, dan murah dalam rangka elfekl tifitas pelndaftaran di selluruh Indolnesl       ia. 
 

Pada tahun 2017 PTSL (Pelndaftaran Tanah Sisteml               atis Lengkap)l  pertaml a 
 

kali  dilaksanakan  yang  selbell     umnya  dikelnal  masyarakat  denl         gan  nama  PRONAl 
 

(Proyl elk Olpelrasi Agraria Nasiolnal). Penl elrbitan selrtifikat tanah dari pro lgram PTSL 
 

pada  dasarnya  tidak  jauh  berl      belda  delngan  pelnerl      bitan  selrtifikat  tanah  mell     alui 
 

progl  ram  PROlNA,  yaitu  samasama  dilaksanakan  secl ara  gratis,  pelrsyaratan  dari 
 

penl         dafatran   hak,   dan   penl         erbitanl  sertal pelayl anan   dari   Kantorl  Pertl            anahan 
 

(ATR/BPN).  Yang  melmbeldakannya  yaitu  mellalui  prolgram  PROlNA,  pelndataan 

pelnelrima selrtifikat PROlNA dilakukan selcara melrata diselluruh delsa dan kellurahan 

dalam satu kabupateln/kolta dan PROlNA hanya melnelrbitkan serl      tifikat tanah tidak 

menl         yelluruh pada semual bidang tanah yang tidak bersl              ertifikatl dalam satu daerah.l  
 

Sedl         angkan progl          ram PTSL, pendatal annya dilakukan terpusatl  di satu desa/kl  ell     urahan 
 

dan  selluruh  bidang  tanah  dalam  daelrah  terl      selbut  yang  bell      um  melmiliki  selrtifikat 

akan dibuatkan. Dalam PTSL ini, tanah yang akan ditelrbitakn selrtifikatnya akan di 

validitas   dulu   kelbelradaannya   apakah   tidak   ada   di   dalamnya   tanah   yang 

berl      selngkelta. Tanah yang belrmasalah akan ditunda sampai keljellasan hukumnya ada. 

 

 

 

 

 
 

5 Ibid, hal. 8 
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Selbagai   tindak   lanjut   dalam   Pro lgram   Pelndaftaran   Tanah   Sistelmatis 
 

Lenl         gkap,  dasar  hukum  sebagail landasan  untuk  pembil ayaan  persiapal  n  secarl a 
 

nasiolnal adalah telrdapat pada Diktum Keltujuh Kelputusan Belrsama Melnterl      i Agraria 

Dan  Tata  Ruang/Kelpala  Badan  Perl      tanahan  Nasiolnal,  Melntelri  Dalam  Nelgelri, 

Menl         teril Delsa   Pembanl  gunan   Daelrah   Tertingl gal   Dan   Transmigrasi   Noml               orl  
 

25/SKB/V/2017, Nolmolr 590-3167A Tahun 2017, Nolmolr 34 Tahun 2017 telntang 
 

Peml biayaan Pelrsiapan Pelndaftaran Tanah Sistelmatis Lenl gkap, belrikut telrtulis : 

 

“Besl       aran   biaya   yang   dipelrlukan   untuk   perl      siapan   pellaksanaan   selbagaimana 

dimaksud Diktum Kesl       atu, Diktum Kelelmpat, Diktum Kellima, dan Diktum Kelelnam, 

telrbagi atas : 

1. Katelgolri  I  (Provl insi  Papua,  Provl insi  Papua  Barat,  Pro lvinsi  Maluku,  Pro lvinsi 
 

Maluku Utara, dan Prolvinsi Nusa Tenl ggara Timur) sebl elsar Rp.450.000,00; 
 

2. Katelgolri  II  (Prolvinsi  Kelpulauan  Riau,  Pro lvinsi  Bangka  Bellitung,  Pro lvinsi 

Sulawelsi Telngah, Prolvinsi Sulawelsi Utara, Pro lvinsi Sulawelsi Telnggara, Pro lvinsi 

Nusa Telnggara Barat) selbelsar Rp.350.000,00; 

3. Katelgolri  III  (Provl         insi  Gorol                ntall  o,l            Provinsil Sulawesil  Barat,  Provinsil  Sulawelsi 
 

Sell     atan,   Pro lvinsi   Kalimantan   Telngah,   Provl         insi   Kalimantan   Barat,   Provinsil 
 

Sumatelra  Utara,  Pro lvinsi  Acelh,  Pro lvinsi  Sumatelra  Barat,  Pro lvinsi  Kalimantan 

Timur) selbelsar Rp.250.000,00; 

4. Katelgolri IV (Prolvinsi Riau, Pro lvinsi Jambi, Prolvinsi Sumaterl      a Sellatan, Pro lvinsi 
 

Lampung, Prolvinsi Benl         gkulu, Provinsil  Kalimantan Selatan)l sebl         esal                r 
 

Rp.200.000,00; 
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5. Katelgorl      i V (Jawa dan Bali) sebl esl       a r Rp.150.000,00.”6 
 

Tellah   banyak   belrmunculan   menl         genail kasus   tindak   pidana   korupsil 
 

Penl         daftaran  Tanah  Sistematisl Lengkapl (PTSL),  termasukl di  Kabupatenl  Bekasi.l 
 

Salah satu kasus yang telrjadi di Kabupateln Bekl          asi yakni dilakukan oll     ehl                seol         rangl  
 

olknum Kelpala Delsa Lambangsari, Kelcamatan Tambun Sellatan yang Belrnama Pipit 

Haryanti. Moldus pungutan liar yang dilakukan oll     elh Kelpala Desl       a telrselbut adalah 

meml inta  pungutan  melngelnai  anggaran  peml biayaan  dalam  pelmbuatan  selrtifikat 
 

tanah mulai dari selbelsar Rp. 400.000/perl      bidang telrhadap 1.106 peml               ohl         on.l  menurutl 
 

saksi bahwa waktu tellah telrjadi so lsialisasi kelpada BPN untuk selpakat menl          gambil 
 

Kategl  olri V sejl     umlah Rp.150.000. Kolrupsi seml acam ini tellah melnjadi suatu dellik 
 

seljak  diteltapkannya  pasal  12  huruf  e  Undang-Undang  Nolmolr  20  Tahun  2001 
 

telntang  Pelrubahan  atas  Undang-Undang  Noml 

Pidana Korupsi.7 

olr  31  Tahun  1999  telntang  Tindak 

Kejl     aksaan Nelgelri Kabupateln Bekl         asi telahl melakukanl Penahananl terhl                adap 
 

terl      sangka  PH  sell     aku  Kelpala  Desl       a  Lambangsari  dalam  pelrkara  Dugaan  Tindak 

Pidana  Ko lrupsi  Pelnyalahgunaan  Kelkuasaan  Pelrangkat  Delsa  Lambangsari  atas 

perl      mintaan seljumlah uang dalam pelnyell     elnggaraan Pelndaftaran Tanah Sistelmatis 

Lenl  

Bekl 

gkap (PTSL) pada Desl       a Lambangsari Kecl 

asi Tahun 2021.8 

amatan Tambun Sell     atan Kabupateln 

 

 
 

6 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 
LENGKAP, Diakses tanggal 13 Desember 2023 Dari 
https://peraturan.bpk.go.id/Details/103713/permen-agrariakepala-bpn-no-6-tahun-2018 
7 Petikan Putusan Nomor pekara: 88/Pid.sus-TPK/2022/PNBdg tanggal 25 Januari 2023 
8 Utomo,Siwi. (2022). Indoensia Top. https://superapp.id/blog/tips/cara-mengutip-dari-website. 
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“Belrdasarkan pelraturan, telntu karenl          a ini sudah langsung ditahan seml               entarl a 
 

dalam 20 hari keldelpan, kami lihat dulu. Misalnya seltellah 20 hari sudah pelnahanan 

tetl     ap, kami  akan  ada Plt. Karelna prosl       els  pelmerl      iksaan juga  masih belrjalan  untuk 

menl         gumpulkan bukti-bukti”. Selainl itu, lanjut Dani, secarl  a otl     omatisl tugas Kepalal  
 

Desl       a Delsa Lambangsari untuk seml               entarl a waktu akan diberikl an kepl          ada Selkreltaris 
 

Desl       a (Selkdels). "Selmelntara Selkdels yang jadi Plt," ucap Dani singkat. Selbellumnya, 

Kejl     ari Kabupateln Belkasi melnangkap Kelpala Delsa Lambangsari yakni PH, selbagai 

telrsangka  atas  kasus  dugaan  pungli  PTSL  di  Delsa  Lambangsari,  Kelcamatan 

Tambun  Sellatan,  Kabupateln  Belkasi  2021,  PH  diduga  melnginstruksikan  para 

perl      angkat delsa, keltua RW dan RT untuk meml               inta uang sebl         elsar Rp 400.000 kepadal 
 

setl     iap   peml               ohl         on.l Kejaril mengl estil  masi   terdapatl 1.106   sertifikatl warga   yang 
 

peml               ohl         onnyal  berl      asal dari tiga dusun. Totall uang yang terkumpull dari hasil pungutan 
 

liar terl      sebl         ut sebl lsar Rp 466 juta. 

 

Akan teltapi, untuk di Kabupatenl              Bekasil  itu sendirl i tidak terdapl at perl      aturan 
 

pelrundang  undangan  baik  belrupa  PElRBUP  ataupun  PElRDElS  yang  melngatur 

adanya  biaya  tambahan  yang  diselpakati  mellalui  musyawarah  Panitia/Kellolmpolk 

Masyarakat. Denl         gan begl          itu, biaya sebelsl  ar Rp400.000 yang diminta olehll Kepalal 
 

Delsa Lambangsari, Pipit Haryanti ke lpada masyarakat delsa belrsifat selpihak tanpa 

didasari undang undang yang melngatur dan melngikat, selhingga biaya Rp250.000 

 

 

 

 

 
 

9 Kompos.com,”Kades Terjerat Pungli PTSL, Begini Nasib Pemerintah Desa Lamangsari”. 
https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/08/20221911/kades-terjerat-pungli-ptsl-begini- 
nasib-pemerintahan-desa-lambangsari. Diakses pada 14 febuari 2023. 
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yang  melnjadi  tambahan  dari  biaya  yang  selharusnya  hanya  selbelsar  Rp150.000 

terl      masuk kel     dalam pungutan liar (kolrupsi). 

Pasal  12  huruf  el        UU  Tipikorl              berbunyi,l Dipidana  denganl  pidana  penjarl  a 
 

seul mur hidup atau pidana pelnjara paling singkat 4 (eml pat) tahun dan paling lama 
 

20 (dua puluh) tahun dan pidana delnda paling seldikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):  pelgawai 

negl elri atau penl yellelnggara negl ara yang denl gan maksud melnguntungkan diri selndiri 
 

atau   olrang   lain   selcara   mell     awan hukum,   atau   delngan   melnyalahgunakan 
 

kekl uasaannya meml aksa selselolrang melmbelrikan selsuatu, melmbayar, atau melnelrima 
 

peml               bayaran  denganl  potl     ongan,l  atau  untuk  mengl erjakanl sesul  atu  bagi  dirinya 
 

lndiri; 
 

Namun  dalam  pelrjalanan  pellaksanaannya  Pro lgram  Pelndaftaran  Tanah 
 

Sistelmatis  Lelngkap  terl      cidrai  dan  melngalami  belbelrapa  kenl         yataan  terjadil tindak 
 

pidana kolrupsi. Belberl      apa kelnyataan telrselbut dapat dibuktikan dan dilihat dari hasil 

putusan No l      88/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.bdg, yakni ditelmukan 1 (satu) kasus tindak 

pidana kolrupsi pada Pelndatftaran Tanah Sistelmatis Lenl         gkap (PTSL) yang sudah 
 

diputus dan sudah kelkuatan hukum teltap (in cracht van gelwijsdel) sebl         agai berikutl : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. “Patrice Rio Capella Uji Aturan Sanksi Suap 
dalam UU Tipikor”. Juli 22, 2021, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17405. 
Diakses pada tanggal 14 febuari 2023 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17405
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Pelrmasalahan Hukum Putusan Hakim Nolmorl  

88/Pid.Sus- 

TPK/2022/Pn.bdg 

Adanya   Keltidaksesl       uaian   denl         gan 

pasal  12  huruf  el           tenl         tang  tindak 

pidana kolrupsi 

Adanya tindak pidana 

korl      upsi   dalam 

Pelndaftaran Tanah 
 

Sisteml               atis  Lelngkap 

(PTSL) di  Desl       a 

Lambangsari    yang 

dilakukan      oll     ehl   Pipit 

Haryanti   sellaku   Kelpala 

Delsa Lambangsari, 

Kabupatenl  Bekl         asi    dan 

Keltua   Kolrdinatolr 

Pelndaftaran    tanah 

Sistelmatis Lelngkap. 

Terl      dakwa  ditahan  di  rumah 

tahanan  ollelh  penl         yidik  seljak 

tanggal 02 Agustus 2022 

sampai   denl         gan   tanggal   21 

Agustus 2022. Namun 

telrdapat perl      panjangan 

pelnahanan  sejl     ak  tanggal  22 

Agustus  2022  sampa  delngan 

02   Okl         tobl         elr   2022.   Setl     ellah 

melnjalankan  belrbagai 

tahapan    pelrsidangan,    pada 

akhirnya hakim melmutuskan 

bahwa  telrdakwa  dinyatakan 

lelpas   dari   selgala   tuntutan 

hukum sehl         ingga dibebl         askan. 

Telrdakwa         Pipit         Haryanti 

melmungut      biaya      Penl         daftaran 

Tanah Sistelmatis Lelngkap (PTSL) 

sejl     umlah       Rp400.000,       dalam 

putusan   hakim   primelr   pelrbuatan 

terl      dakwa   pipit   hariyanti   sell      aku 

kelpala desl        a telrselbut tidak telrbukti 

secl        ara      sah,      namun      adanya 

ketl     idaksesl        uaian  terl      hadap  pasal  12 

huruf   el bahwa   telrdakwa   pipit 

hariyanti     tell     ah     pelnyalagunaan 

kekl         uasan     meml               aksa     sesl       eol         rl      ang 

melmbelrikan         selsuatu         dan 

melnguntungankan diri selndiri atau 

olrang lain. 
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Belrdasarkan   pelmaparan   pada   tabell   di   atas   dimana   telrdakwa   tellah 
 

penl         yalagunakan kekuasl an memaksl a sesl        eol         ranl g memberikanll sesuatl  u dan 
 

melngambil keluntungan diri selndiri dan orl      ang lain, unsur pelnyalagunakan kelkuasan 
 

meml               aksa seseoll  lrang melmbelrikan selsuatu adalah di dalam putusan No.l          88/Pid.Sus- 
 

TPK/2022/Pn.bdg  telrdakwa  pipit  haryanti  sellaku  ketl     ua  kolrdinatolr  Pelndaftaran 

tanah sistelmatis lelngkap (PTSL) dan Kelpala Delsa lambangsari kelcamatan tambun 

sellatan  kabupateln  Belkasi  tellah  menl eltapkan  bahwa  progl am  Pelndaftaraan  tanah 
 

Sistelmatis lelngkap (PTSL) tellah di sepl         akati oll     ehl  terdakwal sejuml lah Rp.400.000 
 

selharunya   melmbayar   Pelndaftaraan   tanah   sisteml               atis   lengkapl  (PTSL)   adalah 
 

Kategl         oril  V jawa dan bali sejuml lah Rp.150.000 namun saat sedangl  rapat kepadal 
 

Kelpala  dusun  telrselbut  telrdakwa  pipit  belrbicara  agar  biaya  Pro lgam  PTSL  yaitu 
 

Rp.400.00,  tidak  telrdenl gar  ollehl warga  delsa  lambangsari.  Unsur  melngambil 
 

keul         ntungan  diri  sendiril atau  orangl lain  bahwa  didalam  putusan  No.88/Pl  id.Sus- 
 

TPK/2022/Pn.bdg telrdakwa pipit haryanti belrko lrdinasi kelpada Keltua RT, Keltua 

RW  dan  Kelpala  Dusun  untuk  mellakukan  rapat  melmbahas  telntang  Pelndaftaran 

tanah Sintelmatis Lelngkap (PTSL), seltell     ah di jadwalkan rapat telrselbut keltua RT, 

ketl     ua  RW  dan  Kepl         ala  dusun  terl      sebutl  belrkumpul  di  kantorl               kepalal desl        a  dalam 
 

melmbahas prolgram pelndaftaran tanah sistelmatis lenl         gkap (PTSL) telrdakwa pipit 
 

telrselbut belrbicara bahwa akan di teltapkannya biaya pelndaftaran tanah sisteml               atis 
 

lelngakap (PTSL) seljumlah Rp. 400.000, tedl         akwa pipit tersebutll  menjanjikanl kepadal 
 

keltua RT, Keltua RW dan Kelpala Dusun akan di belrikan uang seljumlah keltua RT 

Rp. 50.000/selrtifikat, Ketl     ua RW Rp.50.000/selrtifikat, kelpala dusun 
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Rp,35.000/selrtifikat  dan  telrdakwa  pipit  hariyanti  juga  me lngambil  keluntungan 

selbelsar Rp.90.000/selrtifikat. 

Atas  hal  telrsebl         ut,  ratusan  warga  pun  berunjukl  rasa  di  Pemkabl Bekasil . 
 

Masing-masing  warga  melmbawa  selrtifikat  tanah  untuk  dibelrikan  kepl         ada  Kejaril  
 

Kabupateln  Belkasi  sebl          agai  bentukl protl     esl tidak  tuntas-nya  penangl  anan  kasus 
 

telrselbut. 
 

Kepl         astian hukum menjadil suatu acuan bagaimana hukum 
 

diimplelmelntasikan,  selsulit  apapun  dari  tingkatan  kelndalanya.  Melngingat  tujuan 
 

hukum  yaitu  untuk  melnciptakan  keladilan  dan  ketl     elrtiban  di  tenl         gah  masyarakat, 
 

selpelrti halnya frasa “selselorl      ang telrbukti mellakukan tindak pidana kolrupsi, maka ia 

harus  dipidana”.  Belrdasarkan  uraian  dari  latar  bellakang  diatas,  pelnyusunan 

berl      kelinginan  untuk  menl          elil           ti  dan  membahasl lebihl dalam  bagaimana  penl          egakanl 
 

hukum yang dilakukan ollehl               penl         egl          ak hukum terhl                adap kasus tindak pidana korupsil 
 

yang dilakukan  ollelh kelpala desl       a  Lambangsari dalam perl      mintaan seljumlah uang 
 

dalam pelnyell     elnggaraan Pelndaftaran Tanah Sisteml atis Lelngkap (PTSL) menl gingat 
 

bagaimana   kolrupsi   yang   dilakukan   dalam   kasus   ini   sangatlah   melrugikan 
 

masyarakat selteml pat dalam suatu penl  ell     itian yang belrjudul “ANALISIS YURIDIS 
 

NORMATIF PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG 

PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA 

LAMBANGSARI KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN 

BEKASI”. (STUDI PUTUSAN NOMOR 88/Pid.Sus-TPK/2022/PNBdg) 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berl      dasarkan latar bellakang masalah yang tellah diuraikan di atas, maka telrdapat 
 

bebl         erapl  a  rumusan  masalah  yang  dapat  diidenl          tifikasi  dan  menjadil fokusl  
 

pelnyusun, diantaranya selbagai berl      ikut: 

 
1. Bagaimana Analisis Yuridis Norl      matif Telrhadap No lmolr Putusan 

88/Pid.Sus-TPK/2022/PNBdg   ditinjau   berl      dasarkan   pasal   12   huruf   e 

Undang-Undang no lmorl          20 tahun 2001 tentangl perl      ubahan terhadl  ap undang- 
 

undang nolmolr 31 tahun 1999 telntang tindak pidana kolrpusi? 

 
2. Bagaimanakah  Analisis  Yuridis  No lrmatif  No lmo lr  Putusan  88/Pid.Sus- 

TPK/2022/PNBdg jika ditinjau dari asas kelpastian hukum? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

a.  Tujuan Pelnell     itian 

 
Melngelnai Tujuan ini dapat diuraikan selbagai berl      ikut: 

 
a) Untuk   melngeltahui   Analisis   Yuridis   Norl      matif   Terl      hadap   Putusan   Nolmolr 

 

Putusan   88/Pid.Sus-TPK/2022/PNBdg   kepl         ala   desal  lambangsari   ditinjau 
 

berl      dasaran Undang-Undang no lmolr 20 tahun 2001 telntang perl      ubahan telrhadap 

undang-undang no lmolr 31 tahun 1999 telntang tindak pidana kolrpusi. 

b) Untuk   melngeltahui   Nolmorl Putusan   88/Pid.Sus-TPK/2022/PNBdg   tentangl  
 

tindak  pidana  kolrupsi  kepl         ala  desl        a  lambangsari  jika  ditinjau  dari  kepastil an 
 

hukum. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun  kelgunaan  yang  helndak  dicapai  dalam  pelnellitian  ini  dapat  dipeltakan 

melnjadi dua aspelk yakni: 

a) Manfaat telolritis 
 

Hasil  pelnellitian  ini  diharapakan  dapat  menl         ambah  dan  berml  anfaat  bagi 
 

penl         gembanganl  keill           muan  yakni  ilmu  hukum  pada  umumnya,  sertal menambahl 
 

relfelrelnsi  kelilmuan  di  bidang  hukum  belrkaitan  telntang  hukum  pidana  maupun 

hukum  acara  pidana  dan  dapat  melnjadi  acuan  kelpustakaan  lelbih  khususnya 

menl         genail  upaya  hukum  telrhadap  kasus  korupsil  Pendaftal ran  Tanah  Sistematisl 
 

Lelngkap (PTSL). Pelnellitian ini juga diharapkan dapat dijadikan selbagai salah satu 

rujukan dalam pelnellitian belrikutnya yang sejl     elnis. 

b) Manfaat praktis 
 

Berl      manfaat untuk melngelmbangkan penl alaran dan menl elrapkan ilmu yang 
 

diperl      ollelh  dari  prolsels  pelnellitian  yang  dilakukan  dan  untuk  melmbelri  sumbangan 
 

peml               ikiran dan bacaan kelpada instansi terkaitl  mengl enail permasall ahan yang ditelliti 
 

sepl         ertil  aparatur  peml               erinl tahan,  advokatl dan  mahasiswa  dalam  penl          anggulangan 
 

tindak  pidana  kolrupsi  di  daerl      ah  dan  dari  hasil  pelnellitian  ini  dapat  melmbelrikan 

jawaban atas pelrmasalahan yang ditelliti selrta dapat melnjadi masukan bagi praktisi 

hukum selhingga dapat dijadikan dasar belrfikir dan belrtindak bagi aparat pelnelgak 

hukum. 
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E. Kegunaan Penelitian 

 

1. Bagi pelnulis 
 

Dapat  melmbelrikan  wawasan  ilmu  penl         getahuanl  kepadal para  pembal ca  pembawal 
 

terl      kait delngan rumusan masalah yang akan dijadikan selbagai polkolk pelmbahasan. 

Serl      ta melrupakan syarat atas pelnyell     elsaian studi Starat 1 (S-1) untuk melndapatkan 

gellar sarjana hukum di Univelrsitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Pihak-Pihak Telrkait 
 

Dari hasil ini pelnellitian ini, diharapkan bisa menl         jadi salah satu rujukan bagi para 
 

pihak  untuk  melnyellelsaikan  pelrmasalahan  yang  telrjadi  di  Desl       a  Lambangsari 

Kabupateln Belkasi. 

3. Bagi Masyarakat 

 
Dari pelnellitian ini masyarakat selkitar dapat melngetl     ahui telrkait delngan 

 

peml               asalahan dari desl        anya, dan baik lebihl terbukl a atas pelrmasalahan yang terjadil 
 

telrhadap warga selkitar. 

 
4. Bagi Mahasiswa 

 
Hasil  pelnellitian  ini  dapat  dijadikan  selbagai  salah  satu   relfelrelnsi  dalam  hal 

 

peml               bekalanl kedl         epl          annya,   baik   itu   untuk   penugasanl matkul   atau   dalam   hal 
 

pelnellitian skripsi. 
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F. Metode Penelitian 
 

 
 

Penl         elil           tian merupakanl  suatu kegiatanl ilmiah yang dilakukan denganl analisa 
 

dan selbuah kolnstruksi selcara meltoldollogl         is, sistematisl dan konsisl  ten.l Metl     oldoll     ogisl 
 

dapat diartikan selbagai kelselsuaian denl         gan suatu metl     odl         el     atau denganl cara tertl            entu.l  
 

Sistelmatis   berl      arti   pelnellitian   yang   didasarkan   pada   suatu   sisteml               .   Kolnsistenl 
 

merl      upa kan tidak adanya hal-hal yang belrtelntangan dalam satu kelrangka telrtenl  tu.11 
 

Agar  melmperl      mudah  pelnyusun  dalam  menl         yusun  penl         elil           tian  ini,  maka  penyusunl 
 

melnyajikan belbelrapa hal yang telrkait yaitu: 
 

1. Penl         dekatanl  Penl         elil           tian 
 

Jenl is   pelnell     itian   ini   adalah   penl ellitian   hukum   yuridis   nolrmaitf,   yaitu 
 

penl ellitian yang menl itik belratkan pada do lkumeln-dolkumeln telrtulis sebl  agai sumbelr 
 

hukum utama, selpelrti pelraturan perl      undang-undangan, putusan pelngadilan, telolri- 
 

teol         l      i  hukum,  dan  keterangan  warga. Pada  prinsipnya  penl         elil           tian  ini  bertl            ujuan 
 

untuk  melmelcahkan  masalah  praktis  dalam  masyarakat.  Data  yang  dikumpulkan 

ollelh pelnyusun guna melndapatkan data yang akurat dilakukan mellalui wawancara 

denl         gan  warga  lambangsari  di  Desal  Lambangsari  mengl enl          ai  Analisis  Yuridis 
 

Norl      matif   Telrhadap   Nolmolr   Pelrkara   88/Sus-TPK/2022/PNBdg   kelpala   delsa 

lambangsari ditinjau belrdasaran pasal 12 hurf el      Undang-Undang nolmolr 20 tahun 

2001  telntang  pelrubahan  telrhadap  undang-undang  no lmolr  31  tahun  1999  telntang 

tindak pidana kolrpusi. 

 
 

11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42 
12 2021, Jurnal Daulat Hukum 
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2. Tipel     Pelnellitian 
 

Penl         ellitian   ini   menggunakanl metl     odl          el            delskriptif-analitik.   Penl         elil           tian   desl        kriptif- 
 

analitik melmfo lkuskan pada pelmelcahan masalah delngan fakta-fakta yang ada saat 
 

ini,  kelmudian  melnganalisis  untuk  menl         emukanl  jawaban  dari  perml  asalahan  yang 
 

ada. Pelnellitian tidak telrbatas hanya pada pelngumpulan dan pelnyusunan data dari 
 

penl egl ak hukum di Delsa Lambangsari, namun juga melliputi analisis dan intelrpreltasi 
 

tenl         tang data yang telahl  didapatkan secl        ara jelasl dan akurat denganl mengl gunakan 
 

tinjauan hukum pidana. 

 
3. Lolkasi Pelnellitian 

 

Lokl asi pelnellitian yang diambil ollehl pelnyusun adalah di wilayah Kabupateln 
 

Belkasi, Delsa Lambangsari. 

 
4. Sumbelr Data Pelnellitian 

 

Sumbelr data dalam penl ulisan ini telrbagi menl jadi 2 kolmpolneln yaitu sumbelr 
 

data  primelr  dan  sumberl               data  sekundl  elr.  Sumberl               data  disini  mempunyl ai  kaitan 
 

langsung delngan kasus tindak pidak kolrupsi Penl         daftaran Tanah Sistematisl Lengkapl 
 

di Delsa Lambangsari. 
 

a. Sumberl           data primerl  
 

Adapun sumbelr data primelr pada pelnell     itian ini belrupa data yang dipelroll     elh 
 

langsung dari Warga Delsa Lambangsari yang berl      kaitan delngan kasus telrsebl          ut. Data 
 

yang dipelro llelh mellalui seljumlah keltelrangan atau fakta selcara langsung dari pihak 
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penl elgak   hukum   melngelnai   kasus   tindak   pidana   kolrupsi   Penl daftaran Tanah 
 

Sistelmatis Lelngkap yang pelrnah ditangani. 

 
b. Sumbelr data selkundelr 

 

Data selkundelr yaitu data yang dipelro llehl             dari literal               tur-literaturl dan bahan-bahan 
 

hukum yang rellelvan telrhadap perl      masalahan dalam pelnellitian ini. Sumbelr data 
 

sekl undelr dibagi melnjadi  3 koml polneln, yaitu bahan hukum primelr, sekl undelr, 
 

dan telrsielr. Bahan hukum primelr melrupakan bahan yang melmpunyai kekl          uatan 
 

menl         gikat secarl a umum. Data sekundl  elr juga belrfungsi sebagail  pellengkapl dari 
 

data primelr. 

 
1) Bahan hukum primelr 

 

Terl      diri  dari  Undang-Undang  Dasar  Negl         ara  Relpublik  Indonl          esial Tahun 
 

1945,  Undang-Undang  Nolmorl  5  Tahun  1960  tentangl Undang-Undang 
 

Polko lk  Agraria,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Kitab  Undang- 

Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang  Nolmolr  2  Tahun  2002 

tenl         tang Kepl         olil           sian Negarl  a Republil k Indonl         esia,l  Undang-Undang Noml               orl   31 

Tahun 1999 jol                Undang-Undang Nolmolr 20 Tahun 2001 telntang 

Peml               berantasanl  Tindak Pidana Korl      upsi sertal Pelraturan Peml               erintahl  Noml               orl 

24 Tahun 1997 tenl         tang Pendaftal ran Tanah. 

2) Bahan hukum selkundelr 

Bahan hukum selkundelr adalah bahan hukum yang me lmbelrikan pelnjellasan 

lelbih lanjut melngelnai bahan hukum primelr selpelrti jurnal, buku-buku, serl      ta 

karya ilmiah menl         genail Analisis Yuridis Normatil  f Terhadl ap Nomorll Pelrkara 
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88/Sus-TPK/2022/PNBdg  kelpala  delsa  lambangsari  ditinjau  belrdasaran 

pasal 12 huruf e Undang-Undang noml               orl            20 tahun 2001 tentangl perubahanl  

telrhadap  undang-undang  noml               orl 31  tahun  1999  tentangl tindak  pidana 

 

kolrupsi. 

 
3) Bahan hukum telrsielr 

 
Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan 

informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut 

yaitu Kamus Bahasa Indonesia dan beberapa artikel dari media internet. 

G. Metode Pengumpulan Data 
 

Metl     oldel    penl gumpulan data yang digunakan oll     elh pelnyusun dalam penl ellitian 
 

ini yaitu: 

 
a. Olbselrvasi 

 
Olbselrvasi adalah prosl       els pelngambilan data yang dilakukan delngan cara pelngamatan 

 

secl ara sistelmatik telrhadap o lbjelk yang pelrlu ditell     iti, artinya disenl  gaja dan terl      elncana 
 

bukan hanya kelbeltulan atau mell     i hat secl ara sepl         int as.13 
 

b. Wawancara 

 
Wawancara adalah suatu cara melmpelro llelh infolrmasi langsung dan aktivitas yang 

berl      hubungan delngan pelnellitian yang dilakukan melnggunakan peldolman wawancara 

 

 

 

 

 
13 Winarto Surahmat, Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: CV. Tarsito, 1982), hlm. 132 
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sebl         agai   panduannya.   Dalam   penl         ellitian   ini   wawancara   dilakukan   di   Delsa 
 

Lambangsari Kabupatenl              Bekasi.l 
 

c. Dolkumelntasi 

 

Dokl  umelntasi adalah  penl carian data melngelnai hal-hal atau variablel       yang  belrupa 
 

dokl umenl -dokl  umeln  khususnya  yang  berl      hubungan  delngan  tindak  pidana  kolrupsi 
 

Pelndaftaran Tanah Sistelmatis Lelngkap. 

 
5. Analisis Data 

 

Analisis data dalam pelnellitian ini delngan cara melndelskripsikan untuk meml               perol                ll     elh 
 

jawaban dari rumusan perl      masalahan. Dalam penl ellitian ini menl ggunakan meltoldel 

 

kualitatif. Artinya, data yang berl      isi uraian kalimat dipell     ajari selcara utuh dan data 

tidak   dianalisis   melnggunakan   matelmatika   ataupun   seljelnisnya.   Analisis   data 

dilakukan  delngan  pelngolrganisasian  data  untuk  dapat  dirumuskan  dalam  suatu 

delskripsi. 

H. Sistematika Penulisan 
 

Dalam  sisteml atika  pelnulisan  ini,  pelnulis  akan  peml baginya  melnjadi  4 
 

(eml               pat) yaitu bab yang akan disusun secl        ara sistematisl denganl belrpedl         oml               an pada 
 

sistelmatis kelpelnulisan yang belnar yang berl      tujuan untuk melmpelrmudah 

kelpelnulisan, Adapun susunan pelnulisannya selbagai belrikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 
 

merl      upakan penl         dahuluan yang terdiril dari latar bell     akang masalah yang akan ditelil           ti, 
 

rumusan masalah, tujuan pelnellitian, kelgunaan pelnellitian, meltoldel       pelnellitian, dan 
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sistelmatika  pelnulisan  yang  melnjellaskan  gambaran  umum  pelnellitian  yang  akan 

dilakukan o llelh pelnulis. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 
Dalam  bab  ini  pelnulisan  akan  melmaparkan  landsaan  telo lri  yang  kelmudian  akan 

dijadikan selbagai landsaan dalam melnganalisis pelrmasalahan-pelrmasalahan yang 

diangkat dalam rumusan masalah. 

BAB III : PEMBAHASAN 
 

berl      isi  uraian  hasil  dari  penl ellitian  dan  peml bahasan  melngenl ai  pelnelgakan  hukum 
 

tindak pidana kolrupsi dalam pellaksanaan pro lgram Pelndaftaran Tanah Sistelmatis 
 

Lelngkap di Kabupatenl              Bekasil dan hambatan selrta solusil  nya. 
 

BAB IV : PENUTUP 

 
berl      isi  pelnutup  yang  telrdiri  dari  kelsimpulan  dan  saran  dari  pelnellitian  skripsi  ini 

 

sebl agai masukan bagi selmua pihak yang telrkait denl gan prolsels pelnellitian, dimana 
 

kesl       impulan melrupakan jawaban dari rumusan masalah seltellah dibahas dan saran 

adalah relko lmelndasi pelnulis dari hasil pelnellitian. Dan diserl      tai daftar pustaka selrta 

lampiran-lampiran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


